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. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 196& tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nornor 3890);

c bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat,

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Papua Barat untuk mencapai daya guna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pembinaan
rnasyarakat, maka perlu ditetapkan rincian tugas dan tata kerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah;

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34;
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10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nornor 4 Tahun 2009
tentangOrganisasidan Tata KerjaDinas-DinasDaerah Provinsi
PapuaBarat

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4151); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4884);

4 Undang-UndangNomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437; sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
PerubahanKedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
IndonesiaTahun2008 Nomor 59,Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesia Nornor 4844)

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomer 126,
TarnbahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

6. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

I. PeraturanPemerintahNomor38 Tahun2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintahanantara Pemerintah,PemerintahanDaerah
Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota(Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LemharanNegaraRepublikIndonesiaNomor 4737);

8 PeraturanPemerintahNomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi
PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4741);

9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
PetunjukTeknisPenataanOrganisasi~t'trangkatDaerah;



3. Kepa\a Dinas.
b. Sekretariat;
c. Bidang Ke!embagaan Koperasi: .
d. Bidang Bina Usaha Koperasi;
e. Bidang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah;
f Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis Oinas (UPTD).

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kedl dan Menengah terdiri dad:

Pasal2

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH... ,.

RINCIAN TUGAS

B A B II

Da!am Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1 Provinsi adalah Provinsi Papua Barat:
2. Pemerintah Daerah ada!ah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3 Gubernur ada!ahGubernur PapuaBarat;
4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit

tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas
kewenangan jabatan yang dimilikinya.

6. Tata Kerja ada!ah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi
tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka
penyelesaian setiap pekerjaan.

7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.

8. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Barat

9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang rnelaksanakan
tugas tertentu Perangkat Daerah

10 Ke!ompok Jabatan Fungsiona! ada!ah ke!ompok jabatan-jabatan yang didasarkan
pada keahlian dan atau keterampi!an, yang diper!ukan dalam pelaksanaan tugas
umt kerja:

1'1.UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Oinas yang melaksanakan
sebaqian keglatan tekms operasiona! dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mernpunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

KETENTUAN UMUM

Pasaf1

BAB I

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG R1NCIAN TUGAS DAN TATA
KERJA D1NAS KOPERAS! DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

MEMUTUSKAN:



(1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keci! dan Menengah mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Stratejik Dinas Koperasi dan Usaha Mikr, Ked! dan

Menegah;
b. menetapkan rencana dan program kerja:
e. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebiiakan teknis penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
rnenenqah:

d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
rnenengah dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan
persepsi agar terjalin kerjasama da!am pelaksanaan tugas;

e mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama da!am pelaksanaan tugas;
f mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
g mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan \

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan; I

h. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam
rnelaksanakan tugas;

L mengevaluasi hasil pe!aksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian OP3:

J. melaksanakan pembinaan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah di wilayah Provinsi Papua Barat berdasark.an kebijakan teknis yang
ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah
untuk meningkatkan kemajuan di bidang koperasi dan usaha mikro, kedl dan
menengah,

k. rnerneriksa, memperbaiki dan menandatangani, rnenetapkan surat-surat
laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawabnya,

I. mengikuti rapat. pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang OPRD
Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pernbangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kedl dan
menengah;

m menqajukan saran dan pertimbangan kepada Gubemur Papua Barat yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan usaha rnikro, kedl dan
menengah sesuai dengan permasalahan untuk mendaqat keputusan;

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

o melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sekretariat;
b. Bidang Kelembagaan;
c Bidang Bina Usaha Koperasi;
d. Bidang Bina Usaha Keei! dan Menengah;
e. Bidang Billa Fasilitasi dan Simpan Pinjarn;
f. Kelompok Jabatan Funqsional;

Unit Pelaksana Teknis Oinas (UPTO).g.

Pasal3

KEPALA DINAS

Paragraf 1



(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). rnernbawankan :
a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c Sub Baqian Perencanaan

(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai nncian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub 8agian di lingkungan

Sekretariat agar terialin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai

dengan bidang tugasnya;
d memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat :
e mengeva!uasi hasil kerja Kepa!a Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3;

f. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
g. memeriksa dan mernbetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan

penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk
diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Mikro, Kedl dan Menengah;

h. memeriksa dan memberi catatan pada naska dinas masuk dan memberi paraf
pengaman atas naska dinas keluar sesuai dengan permasalahannya dan
prosedur yang te!ah ditetakan;

!. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah agar pelaksanaan kegiatan
katatausahaan dapat berjalan dengan balk dan lancar:

J. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja,
perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum sebagai bahan masukan
da!am penyusunan rencana dan program selanjutnya;

k melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

l. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan

('1) Sekretariat mempunyai fungsi menyusun reneana dan program kerja, melakukan
pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas,
member! petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa,
memantau mengeva!uasi serta melaporkan hasil pe!aksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal4

SEKRETARIA T

Paragraf 2



(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi menyusun langk~h-!a.ngkah kegiatan,
. mernbagi tugas, rnemberi petunjuk, memeriksa, mengevaluas! kerja bawahan dan
rnengonsep surat, mengelola anggaran, melakukan verifikasi anggaran, memantau,
rnembuat telaahan staf serta rnelaporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal6

SUB BAGIAN KEUANGAN

Paragraf 4

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-Iangkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;
c. merneriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah
ditetapkan;

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
mernberi penilaian DP3;

e mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya;
f. mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum

sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
9 membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas,

kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan Sekretaris untuk mendapat
persetujuan:

r. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuai
dengan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

J. melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan peundang
undangan yang berlaku:

k memfasilitasi operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

L melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanqqunqjawaban.

m rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1) Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian rnempunyai fungsi menyusun langkah­
!angkah kegiatan, rnernbagi tugas, mernberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi
hasi! kerja bawahan dan me!akukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan
keluar, rnenyusun jadwa! protokoler, rnembuat telaahan staf, melaksanakan
pengadaan dan pemeliharaan baranq, mengatur ke!ancaran tugas operasional,
rnelaksanakan urusan kepegawaian serta melaporkan hasi! pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal5
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan rnernpunyai rincian tugas sebagai berikut ..
a. menyusun langkah-!angkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman ke:rj~;
b membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di hngkungan Sub

Bagian Perencanaan sesuai bidanq tugasnya ; .
c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkllngan Sub Baqian

Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub ~agian Perencanaa~

sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan dlantaranya memben
penilaian DP3;

( t ) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi menyusun lanqkah-lanqkah kegiatan,
rnernbaqi tugas. memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan
mengonsep surat. melakukan perencanaan , memanta~, membuat telaahan staf
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretahs berdasarkan pedoman
dan ketentuan yang berlaku.

Pasal7

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Paragraf 5

(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub Bagian
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut •
a menyusun !angkah-Iangkah keqiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

program Sekretariat yang te!ah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas dan rnernberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Baqian Keuangan sesuai dengan bidang tuqasnya:
c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasit kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3;

e melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Keeil dan Menengah;

f. mencerrnati dokumen permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan kepada atasan;

g. melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keei! dan
Menengah sesuai ketentuan yang berlaku;

h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
untuk diajukan kepada atasan:

1. memantau pe!aksanaan pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Keci! dan Menengah sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang
berlaku:

k melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan dokumen
penggunaan keuangan Dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk
menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel;

I. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
banan pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



(3) Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mernbawahkan:
a. Seksi Pendaftaran dan Pembubaran;
b Seksi Pembinaan dan pengawasan.
c. Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas

L

L

h

a. Menyusun rencana stratejik bidang Kelembagaan Koperasi;
b. menyusun rencana dan program kerja;
c. mengumpu!kan dan rnenganafisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

Ke!ernbagaan Koperasi;
d. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi;
e mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Ke!ernbagaan

Koperasi sebagai bahan pernbinaan Kader yang bersangkutan diantaranya
memberi peni!aian DP3;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Ke!embagaan Koperasi
dengan unit-unit kerja di !ingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

g. melakukan pernbinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang
Ke!embagaan Koperasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keci!
dan Menengah; """
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasah sesuai bidang tugasnya;
memantau dan mengenda!ikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan
Koperasi sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola
di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi untuk diajukan kepada atasan;

k. melaporkan hasit pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi d~n Usaha
Mikro. Ked! dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanqqunqjawaban:
melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan

J

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kelembagaan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

(1) Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai f'-1ngsimenyusun rencana dan program
kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional,
mernantau. mengendalikan pe!aksanaan di Bidang Ke!embagaan Koperasi serta
melaporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada Kepa!a Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal8

BIDANG KElEMBAGAAN KOPERASI

Paragraf 6

e membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
f. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan Sub

Baqian Perencanaan untuk diajukan kepada atasan:
9 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
h. membuat laporan hasi! evaluasi terhadap program kegiatan yang telah

dilaksanakan;
melaporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi menganalisis dan
.. melaksanakan pembinaan teknis. penyusunan kegiatan. penyiapan pedoman

penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pad~ a~at (1), Seksi
Pembinaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebaqai benkut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan

dan Pengawasan;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
d melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan

pengawasan:

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paragraf 8

Pasal10

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pendaftaran dan Pembubaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

pembinaan Seksi Pendaftaran dan Pembubaran;
c rnelaksanakan kegiatan pembinaan pendaftaran dan pembubaran;
d. me!akukan kerja sama dengan instansi terxait dalam rangka pembinaan

pendaftaran dan pembubaran;
e menyusun rencana kerja dan pe!aksanaan kegiatan Seksi Pendaftaran dan

Pembubaran;
f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Pendaftaran dan Pembubaran;
h menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan Seksi Pendaftaran dan

Pembubaran:
L memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tuqas;
J. meni!ai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
k. membuat te!aahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
L rnelakukan kerjasama dengan Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Seksi

Verifikasi dan Akuntabilitas;
ITt. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang te!ah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pendaftaran dan Pembubaran mempunyai fungsi menganalisis dan
me!aksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penye!enggaraan kegiatan pendaftaran dan pembubaran

Pasal9
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi
dan akuntabilitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi data pelaksanaan kegiatan Seksi

Verifikasi dan Akuntabititas.
c metaksanakan kegiatan pembinaan verifikasi dan akuntabititas;
d. rnetakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka verifikasi dan

akuntabiutas:
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Verifikasi dan

Akuntabilitas.
f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai pr~am ker]a terkait;
9 menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Verifikast dan Akuntabilitas:
h. menyusun rencana dan !angkah-!angkah verifikasi dan akuntabilitas;
I. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
I rnembuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h menilai prestasi keqa bawahan sebagai bahan pembinaan karier diantaranya

member! ponilaian DP3;
melakukan kerjasarna dengan Seksi Pendaftaran dan Pembubarn serta Seksi
Pembinaan dan Pengawasan;

m rnenyusun laporan Seksi berdasarkan nasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tuqas:

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1) Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas mempunyai fungsi memverifikasi dan
me!aksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
pengembangan Seksi Verifikasi dan akuntabilitas.

Pasal11
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n
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L

l.

h.

g.

f.

e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan keqiatan Seksi Pembinaan dan
Penqawasan: .
menyiapkan data dan inforrnasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
orqarusasi pernerintah dan swasta yang rnempunyar program kerja terkait;
meny~sun pedoman dan petunjuk teknis penye!enggaraan kegiatan Seksi
Pernbinaan dan Pengawasan;
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan;
memberi petunjuk dan birnbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
membuat te!aa~an staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
me~dal prestasl kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
melakukan kerjasama dengan Seksi Pendafataran dan Pembubaran dan Seksi
Verifikasi dan Akuntabilitas;

rn menyusun laporan Seksi berdasarkan hasit yang telah dicapai sebagai
pejianggungjawaban pelaksanaan tugas;
me!aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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{I } Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjarn mempunyai fungsi menganalisis
. . dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman

penyelenggaraankegiatanSeksiFasilitasidan PermodalanSimpanPinjam.

(2) Untuk rnelaksanakanfungsi sebagaimanadimaksud pada ayat {1~,S~ksi Fasilitasi
dan PermodalanSimpanPinjarnmempunyai rinciantugassebaqaibenkut :
a. rrtenyusunrencanadan programkerja;
b mengumpu!kan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

fasilitasidan permodalansimpanpinjam:

Pasal 13
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(3) BidangBinaUsahaKoperasisebagaimanadimaksudpadaayat (1), membawahkan
a Seksi Fasilitasidan PermodalanSimpanPinjam;
b. Seksi KoperasiProduksidan Konsumen.
c. Seksi JaringanUsahaDanPromosi

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina
Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut '.
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang Bina

Usaha Koperasi;
c memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi;
d. rnenqevaluasi hasil kerja Kepa!a Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha

Koperasi sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Usaha Koperasi
dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kedl dan
Menengah;

f me!akukanpembinaanteknis operasionalkepada Kepala Seksi di Bidang Bina
Usaha Koperasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangandan programkerja Dinas Koperasidan UsahaMikro, Kedl
dan Menengah;

g. membuattelaahanstaf untukdiajukankepadaatasansesuai bidangtuqasnya;
h memantau dan mengendalikanpelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Usaha

Koperasisebagaibahanpenyusunanrencanadan programkerja
i. mengoreksidan memberi paraf koordinasiatas tata naskah dinas yang dikelola

di lingkunganBidangBinaUsahaKoperasiuntukdiajukankepadaatasan;
J. melaporkanhasil pelaksanaantugas kepadaKepala Dinas Koperasidan Usaha

Mikro. Kecil dan Menengahsecaraperiodiksebagaibahanpertanggungjawaban;
k melaksanakantugas lain yangdiberikanolehatasan.

(1) Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi menyusun rencana dan program
kerja, menqkoordinasikan keqiatan, rnelakukan pembinaan teknis operasional,
memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Bina Usaha Koperasi serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menegah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal12
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(2) Untuk melaksanakanfungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi Koperasi
Produksidan Konsumenmempunyairincian tugassebagaiberikut :
a rnenyusunrencanadan programkerja;
b. mengumpulkandan menganalisisdata pelaksanaankegiatan pembinaanSeksi

KoperasiProduksidan Konsumen:
c melaksanakankegiatanpembinaankoperasiproduksidan konsurnen:
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

koperasiproduksidan konsumen;
e. rnenyusun rencana kerja dan pe!aksanaankegiatan Seksi Koperasi Produksi

dan Konsumen; w

f. menyiapkandata dan intorrnasisecara !engkapsebagai bahan koordinasi bagi
organisasipemerintahdan swastayangmempunyaiprogramkerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penye!enggaraan kegiatan Seksi
KoperasiProduksidan Konsumen;

h. rnenyusunrencanadan langkah-Iangkahpengernbangankoperasi produksi dan
konsumen:

I. member: petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaantugas;
rnenilai prestasi kerja bawahansebagai bahan pembinaandan pengembangan
karier diantaranyarnemberipeni!aianDP3;

k membuattelaahanstaf untukdiajukankepadaatasansesuai bidangtugasnya;
L melakukan kerjasamadengan Seksi Fasilitasi dan PermodalanSimpan Pinjam

Serta SeksiJaringanUsahadan Promosi;
m. menyusun !aporan Seksi berdasarkan nasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawabanpelaksanaantuqas:
n. melaksanakantugas lain yangdiberikanoleh atasan.

(1) Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen mempunyai Iunqsi menganalisis dan
rnelaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyefenggaraankegiatanSeksiKoperasiProduksidan Konsurnen.

Pasal14

SEKSI KOPERASI PRODUKSI DAN KONSUMEN
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c. melaksanakan kegiatan pembinaan fasilitasi dan permodalan simpan pinjam:
d melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembina an Seksi

Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam;
e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi dan

Permoda!an Ssimpan Pinjam,
f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pernerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Fasilitasi dan Permodalan Ssimpan Pinjam;
h. rnenyusun rencana dan langkah-Iangkah kegiatan Seksi Fasilitasi dan

Permodalan Simpan Pinjam:
!. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaantugas;
J. rnembuatte!aahanstaf untukdiajukankepadaatasansesuai bidang tugasnya;
k menilai prestasi kerja bawahansebagai bahan pembinaandan pengembangan

karier diantaranyamernberipenilaianDP3;
l. melakukan kerjasama dengan Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen dan

Seksi JaringanUsahadan Promosi;
m menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawabanpefaksanaantugas;
n melaksanakantugas lain yangdiberikanolehatasan.



(2) Untuk melaksanakan Iunqsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha
Mikro. Keei! dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut '.
a menyusun rencana dan program kerja:
b mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

Usaha Mikro.Kecil dan Menengah;
c rnemberi petunjuk , arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Usaha Mikro, Kecit dan Menengah;

(1) Bidang Usaha Keei! dan Menengah mempunyai fungsi menyusun rencana dan
program kerja. mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis
operasional. memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Usaha Ked! dan
Menengah serta melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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(2) Untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Seksi
Jaringan Usaha dan Promosi mernpunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun reneana dan program kerja:
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

Seksi Jaringan Usaha dan Promosi;
e rnelaksanakan kegiatan pembinaan jaringan usaha dan promosi;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan Seksi Jaringan Usaha dan Prornosi:
e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaringan dan

promosi,
f. menyiapkan data dan informasi secara !engkap sebagai bahan koordinasi

bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja
terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Jaringan Usaha dan Promosi;

h menyusun rencana dan langkah-Iangkah pengembangan jaringan usaha
f dan prornosi:

L memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karier diantaranya memberi penilaian OP3;

k. membuat te!aahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang
tugasnya;

L melakukan kerjasama dengan Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan
Pinjarn serta Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen:

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan basil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan.

rnempunyai fungsi mengembangkan(1) Seksi Jarinqan Usaha dan Promosi
jarinqan dan melakukan promosi.
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(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha
Pertanian dan Non Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja.
b mengumpu!kan dan menganalisis data pe!aksanaan penyelenggaraan kegiatan

Seksi Pembinaan Usaha Pertanian dan Non PertaniaD;'_
c melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pertanian dan non pertanian;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha

pertanian dan non pertanian;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Pertanian dan

Non Pertanian:
f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja t~rkait: .
g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keqiatan Seksi

Usaha Pertanian dan Non Pertanian;
h. rnenyusun rencana dan !angkah-!angkah pengembangan usaha pertanian dan

non pertanian,
memben petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk ke!ancaran
pe!aksanaan tugas: . .

I membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesual bidanq tugasnya;
k menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pernbinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3',

(1) Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan keqiatan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian.

Pasal 17
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(3) Bidang Bina Usaha Mikro, Keci! dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), membawahkan .
a. Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian:
b Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.
c. Seksi Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga

d. rnenqevatuasi hasil kerja Kepa!a Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha Mikro,
Keel! dan Menengah sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya mernben penilaian OP3;

e. menqkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

f. melakukan pembinaan teknis operasiona! kepada Kepala Seksi di Bidang Bina
Usaha Mikro, Keci! dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro. Kecil dan Menengah;

9 membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Usaha

M~ro, Kecil dan Menengah sebagai bahan penyusunan rencana dan program
kerja;

!. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola
di lingkungan Bidang Bina Usaha Mikro. Keci! dan Menengah untuk diajukan
kepada atasan:

J. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepa!a Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Keei! dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(1) Seksi Usaha Mikro dan lndustri Rumah Tangga mempunyai fungsi menganalisis
dan melaksanakan pembinaan teknis. penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga .

(2) ! Intuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), S~ksi Usaha
Mikro dan Insudtri Rumah Tangga mempunyai rincian tugas sebaqai benkut :
a. rnenyusun rencana dan program kerja:

Pasal19
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(2) Untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha
Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

usaha perdagangan dan aneka usaha;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha perdagangan dan aneka usaha;
d melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha

perdagangan dan aneka usaha;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Perdagangan

dan Aneka Usaha;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

orqanisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
9 menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha;
h. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pengembangan usaha perdagangan

dan aneka usaha:
L memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tuqas:
! membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k merulai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
I. melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian serta

Seksi Usaha Mikro dan lndustri Rumah Tangga;
rn merwusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n. metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1 ) Seksi Usaha Perdaqanqan dan Aneka Usaha mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penye!enggaraan kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.
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!. melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha
dan Seksi Usaha Mikro dan lndustri Rumah Tangga;

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pe!aksanaan tugas;

n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi
dan Si/npan Pinjarn mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data keqiatan Seksi di lingkungan Bidang

Fasilitasi dan Simpan Pinjam;
c. member: petunjuk, arahan dan mendistribusikan tuqas ..Jepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Fasimasi dan Simpan Pinjam;
d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Fasilitasi dan

Simpan Pinjam sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3',

e. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 8idang Fasilitasi dan Sir_npan

Pinjam dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, . . . .

g. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala ~eksl di Bidanq
Fasititasi dan Simpan Pinjam berdasarkan kebijakan yang dttet~pkan dalam
peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperast dan Usaha
Mikro, Keei! dan Menengah; . . '

h. memantau dan mengenda!ikan pe!aksanaan kegiatan di Bidang F~s!l!tas! dan
Simpan Pinjam sebagai bahan penyusunan rencana dan program kefja;

(1) Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjarn mernpunyai fungsi menyusun rencana dan
program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, me!akukan pembinaan teknis
operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang fasititasi dan simpan
pinjarn serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro. Kecil dan Menegah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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u

f.
S.

q.

p.

o.

f

e

e.
d.

mengumpulkan dan rnenqanalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha
mikro dan industri rumah tangga ;
melaksanakan kegiatan pembinaan usaha mikro dan insudtri rumah tangga;
melakukan kerja sarna ?engan instansi terkait da!am rangka penyelenggaraan
keqiatan Seksi Usaha Mikro dan lndustri Rumah Tangga;
menyusun reneana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha mikro dan insudtri
rumah tangga ;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
orqarusas, pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penye!enggaraan kegiatan Seksi
Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga;
menyusun reneana dan langkah-Iangkah kegiatan Seksi Usaha Mikro dan
Industri Rumah Tangga;
memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pernbinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian serta
Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha;
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b.



(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi
Pernbiayaan dan Kreclit Usaha Mikro, Keci! dan Menengah mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. menyusun reneana dan program kerja;
b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

fasilitasi pembiayaan dan kredit usaha mikro, kecil dan menengah;
c. rnelaksanakan kegiatan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan kredit usaha mikro,

kecil dan menengah,
d. melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan fasi!itasi

pembiayaan dan kredit usaha mikro. kecil dan menengah;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan

kredit usaha rnikro, kecil dan menengah,
f. rnenyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

orqanisasi pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
9 menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Keci! dan Menenqah:
h menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan f3j;U_itasi pembiayaan dan

kredit usaha rnikro. kecil dan menengah;
r. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
I. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
L melakukan kerjasama dengan Seksi Perijinan dan Pengendalian dan Seksi

Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha;
in menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dieapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan.

(1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
mempunyai fungsi menganalisis dan me!aksanakan pembinaan teknis, penyusunan
keqiatan, penyiapan pedoman penyelenqqaraan kegiatan Seksi Fasilitasi
Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Keci! dan Menengah.

Pasal21

SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN DAN KREDIT USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

Paragraf 19

(3) Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan .

a Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro. Keei! dan Menengah;
b Seksi Penjinan dan Pengendalian;
c. Seksi Penqkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha.

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola
dl Itngkungan Bidanq Fasilltasl dan Sirnpan Pinjam untuk diajukan kepada
atasan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Keel! dan Menengah seeara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

J
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(2) Untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
. . Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha mempunyai rincian tugas sebagai

berikut •
a. menyusun rencana dan program kerja; .'
b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan keqiatan pembll1aan

pengkajian dan penilaian kelayakan usaha ;
c malaksanakan kegiatan pembinaan pengkajian dan peni!aian kelayakan u.saha ;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalarn rangka pengkaJlan dan

penilaian kelayakan usaha: ..
e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan penqkaiian dan penilaian

kelayakan usana:

(1) Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha mempunyai fungsi menganalisis
dan melaksanakan pembinaan teknis. penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha .
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SEKSI PENGKAJIAN DAN PENILAIAN KELA YAKAN USAHA

Paragraf 21

(1) Seksi Periiman dan Pengendalian mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Perijinan dan Pengendalian.,

(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perijinan
dan Pengendalian mempunyai rineian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b mengumpu!kan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

perijinan dan pengendalian;
e melaksanakan kegiatan pembinaan perijman dan pengendalian;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembina an

perijinan dan pengendalian;
e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perijinan dan pengendalian;
f menyiapkan data dan informasi seeara !engkap sebagai bahan koordinasi bagi

orqanisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
9 menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Perijinan dan Pengendalian;
h menyusun rencana dan langkah-Iangkah pengembangan perijinan dan

pengendalian;
!. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
J. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
I. me!akukan kerjasama dengan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha

Kecil dan Menengah dan Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha;
m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dieapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasa! 22

SEKSI PERIJINAN DAN PENGENDALIAN

Paragraf 20



(1) Oinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat wajib
merruliki rencana strategis dan rencana operasional yang tenntegrasl secara
sinergis dengan rencana unit kerja lainnya.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pad~ Rencana
Strategis Oaerah dan bersifat transparan. partisipatit serta mempertlmbangkan
keterbatasan sumber daya.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Oinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Papua Barat wajib membuat rencana kerja yang mengacu pada

rencana kerja Oinas

Pasal25

TATAKERJA

BAB III

(3) Kebutuhan jabatan fungsiona! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan sifat. jenis dan beban kerja

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalarn Sub Kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahhannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan
melaksanakan sebagian tugas Oinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Papua Barat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal24

KELOMPOK JABA TAN FUNGSIONAL

Bagian Kedua

f menyiapkan data dan inforrnasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pernerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Pengkajian dan Perulaian Kelayakan Usaha.

n menyusun rencana dan langkah-langkah keqiatan pengembangan pengkajian
dan penilaian kelayakan usaha ;

L memberi petunjuk dan birnbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tuqas.

j. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian OP3;
L melakukan kerjasama dengan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha

Mikro. Kecil dan Menengah serta Seksi Perijinan dan Penqendalian;
m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasi! yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah Provinsi Papua Sarat
bertanggungjawabkepadaGubernurmela!uiSekretarisDaerah.

Pasal30
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Seeara hierarkis. setiap pimpinan unit kerja di lingkunganDinas Koperasi dan Usaha
Mikro: Keeil dan Menengah Provinsi Papua Barat wajib rnenyampaikanlaporan tepat
pada waktunyasesuaidenganbidangtugas kepadaatasan
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Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat
dan atau pirnpinan unit kerja di lingkunganDinas dapat mengadakanhubungan kerja
secara funqsionaldengansatuankerja,unit kerjadan instansiterkait.
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(3) Dalam rangka rnenjamin kelanearan tugas, setiap bawahan dapat memberikan
saran pertimbangankepadaatasannya.

(2) Setiap pimpinanunit kerja di lingkunganDinas Koperasidan UsahaMikro,Keci!dan
Menegah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab mernirnpin, membimbing,
mengarahkan,mengawasidan mengevaluasipelaksanaantugas bawahan.

(1) Secara periodik Kepa!a Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Papua Sarat dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Provinsi
Papua Barat dapat mengadakanrapat dalam rangkamengkomunikasikanprogram
dinas kepadabawahannya.
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(2) Setiap bawahan wajib me!aksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggungjawab

(1) Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keel! dan
Menengah Provinsi Papua Sara! berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya
kepada bawahan secara proporsionaL

Pasal 26



1 Menten DalarnNegeri di Jakarta,
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRO Provinsi Papua Barat: . .
4 Para Kepafa Perangkat Oaerahdi lingkungan Pemerintatl ProV!11SiPapua Barat.

Sahnan Peraturan im disampaikan kepada Yth..

21

NAL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640 011 159

a.n. SEKRETARIS DAE~AH PROVINSI PAPUA BARAT
KEP·ALI.\-B \ KUM 1?ANORGANISASI,

: f'C:::::=-.L----I-.ItffJtr-

Untuk salinan yang sah sesuai aslinva,

BERITA OAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 92

GEORGE CELCIUS AUPARA Y

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPfTTO

I
Diundanqkan di Manokwar:
pada tanggal 17 Maret 2009

ABRAHAM O. ATURURt

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAPITTO

Ditetapkan di Manokwari
pada tangga! 16 Maret 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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KETENTUAN PENUTUP

BABIV
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